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RINGKASAN 

 Penelitian ini berjudul "AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA JAMINAN 

KREDIT PEMILIKAN RUMAH YANG MASIH DALAM PROSES 

PEMECAHAN SERTIPIKAT". Penulis mengangkat judul tersebut karena masih 

banyak dalam praktek di dunia Notaris/PPAT dimana kredit dengan Debitor (Developer) 

dengan jaminan Sertipikat induk  yang akan dilakukan proses pemecahan  untuk 

kepentingan Kredit Kepemilikan Rumah tidak dilakukan pemasangan Hak Tanggungan 

melainkan dengan Akta Jaminan SKMHT yang diperpanjang terus menerus sampai 

proses pemecahan selesai, sehingga Hak Tanggungan belum terdaftar dalam hal ini 

Kreditor/Bank yang dirugikan karena kreditor yang mempunyai Hak Preferen akan 

menjadi Konkuren. 

 Dengan memperhatikan permasalahan hukum tersebut diatas maka penulis 

mengangkat isu hukum dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

1. Apa Akibat  Hukum terhadap akta SKMHT yang diperpanjang terus menerus karena 

Jaminan Kredit (KPR) dalam proses pemecahan ? 

2. Apakah Bentuk perlindungan hukum bagi Kreditor terhadap Jaminan kredit yang 

proses pemecahan belum terpasang Hak Tanggungan ? 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekait dengan proses pemecahan hak 

yang dilakukan oleh debitor (developer) perumahan atas benda jaminan yang telah diikat 

untuk melunasi pelunasan utang(-utang) debitor kepada Bank (kreditor), yakni tidak 

mengubah bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan menjadi Akta Pemberian 

Hak Tanggungan  (hak tanggungannya belum lahir)  sehingga tidak ada jaminan 

kepastian hukum bagi bank (kreditor) untuk dapat menegakkan hak kebendaannya yang 

mana seharusnya hak kebendaan berupa hak tanggungan tersebut melekat pada benda 

jaminan hak atas tanah yang akan dipecah tersebut.  

 Dengan tidak dilanjutkannya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan  

menjadi Akta Pemberian Hak Tangungani, maka tidak akan lahir Sertipikat Hak 

Tanggungan sebagai bentuk moment lahirnya hak kebendaan bagi kreditor (bank). 

Dengan demikian, kedudukan kreditor hanyalah sebagai kreditor konkuren.   

 Dalam penelitian ini penulis hendak memberikan saran bahwa diperlukan adanya solusi 

yang dapat dilakukan yakni kreditor harus meminta benda jaminan lain (selain hak atas 

tanah) yang pernah disodorkan sebagai benda jaminan (collateral) pada saat analisis 

kredit bank dilakukan. Dengan demikian, apabila debitor wanprestasi maka kreditor 

memiliki benda jaminan lain sebagai pelunasan utang andaikata debitor tidak mampu 

membayar (gagal bayar). Praktek lain yang dilakukan oleh bank yakni bank membuat 

perjanjian di luar perjanjian kredit dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

tersebut sebagai bentuk pengikat kepastian pembayaran kembali yang dilakukan oleh 

debitor, namun ketentuan ini tidak semua diberlakukan oleh bank. Apabila kreditor sudah 

bonafide dan namanya dikenal oleh dunia perbankan, malah bank berani beresiko tidak 

meminta benda jaminan lain yang digunakan untuk mengikat perjanjian kredit tersebut, 

namun  hal tersebut juga jarang terjadi, terutama pada zaman sekarang yang mana 

perekonomian mulai menurun. Oleh sebab itu, lebih baik bank meminta benda jaminan 

lain untuk mengganti atau menambah benda jaminan dalam kewajiban pembayaran utang 

yang telah diperjanjikan oleh debitor dan kreditor.  
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau menganalisis Akibat Hukum akta 

Jaminan Kredit Pemilikan Rumah yaitu pada akta Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan (SKMHT) yang diperpanjang terus menerus karena sertipikat yang dijadikan 

Jaminan Kredit Kepemilikan Rumah masih dalam proses pemecahan dimana 

perlindungan hukum bagi Kreditur Kredit Pemilikan Rumah terhadap Jaminan kredit 

yang proses pemecahan belum terpasang Hak Tanggungan, dengan menganalisa 

pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan  yang dibuat dihadapan PPAT 

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum 

sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

undang-undang dan pendekatan konseptual. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam memberikan perlindungan  

Hukum kepada Kreditor terhadap benda Jaminan yang masih proses pemecahan 

sertipikat. PPAT wajib mendaftarkan Hak Tanggungan terlebih dahulu atas benda 

jaminan Kredit kepada Kantor Pertanahan sebelum dilakukan proses pemecahan, dan 

tidak memperpanjang  akta SKMHT secara terus menerus.  

 

Kata Kunci : Jaminan, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, pemecahan,      

                      Perlindungan hukum 
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Abstract 

The aim of this research is to understand or analyze Consequences of House 

Mortgage Law to The Assignment of Mortgage (SKMHT) which extended continuously 

because a certificate for warrant of House Mortgage Creditor are still in a process. To 

analyze how to make Assignment of Mortgage in front of land deed official (PPAT) based 

on Law number 4 of 1996 about Mortgage of the land that related with land.  

The method used in the present study is a normative legal research, namely legal 

research which is conducted by examining the library materials or secondary law while 

in finding and collecting the data is done by two approaches, namely the law and 

conceptual approaches.  

 The results of study indicate that in providing legal protection to Creditor for 

collateral objects that are still in the process of solving the certificate, PPAT must 

register Mortgage of the land  right on the collateral for credit to the land office before 

the process of solving and does not extend the Mortgage Law to The Assignment of 

Mortgage (SKMHT) deed continuously. 

 

  

Keywords : warranty, The Assignment of Mortgage, solving, legal protection 
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